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RINGKASAN

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah
Kabupaten Situbondo menggunakan pedoman Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
(SPBE), Wildan Zainul Faki, 152410101007; 2019, 77 Halaman. Fakultas IImu
Komputer, Universitas Jember.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk
mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dari
fungsinya yang sangat membantu proses pelayanan di Pemerintah daerah, maka perlu
adanya evaluasi guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan
berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi SPBE yang mencakup domain tata kelola SPBE, layanan SPBE dan
kebijakan SPBE.

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten
Situbondo sebesar 2.79. Hasil asesmen tersebut berada di antara 2.6 - < 3.5 yang
menujukkan kualitas SPBE berada dikategori BAIK.
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BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan tugas akhir. Bab ini berisi

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan batasan masalah.

1.1 Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
berpengaruh secara global kepada seluruh masyarakat. Salah satu dampak positif
kemajuan dari perkembangan di dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam lingkup pemerintah ialah munculnya Electronic Government atau yang disebut
juga e-Government (Holle, 2011). E-Government dikenal dengan istilah yang
berbeda-beda seperti electronic government, electronic governance, digital
government, online government, eGov dan lain-lain (Gronlun, 2004). E-Government
merupakan suatu bentuk proses pemanfaatan teknologi informasi yang membantu
pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya yang diharapkan dapat
meningkatkan hubungan dengan pihak luar (Somantri & Hasta, 2017).

Pemerintah di dunia secara berkelanjutan menggunakan e-Government untuk
transformasi penyampaian layanan publik, meningkatkan interaksi antara warga dan
pemerintah, menyederhanakan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah,
meningkatkan efisiensi organisasi publik, dan penghematan uang pembayaran pajak
(Gauld, 2010). E-Government ialah sebuah sistem yang mengintegrasikan instansi-
instansi pemerintah, serta untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses
berbagai informasi yang dibutuhkan (Yogiswara, Noak, & Winaya, 2014).

Riset terkait penggunaan Teknologi Informasi dan Komuniasi di Pemerintahan
telah banyak dilakukan yang mana secara umum e-government didefinisikan sebagai
pemanfaatan TIK oleh instansi dalam menjalankan pengelolaan serta penyediaan
layanan publik (Damanik & Purwaningsih, 2017). Penerapan e-government di
Indonesia telah didukung oleh terbitnya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun
2003. Isi dari Inpres tersebut menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu pemerintah (Marudur & Erisva, 2017).

Menindaklanjuti Inpres tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 95



Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut maka Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertindak sebagai eksekutor
menetapkan peraturan Menteri PANRB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman
evaluasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang
berbunyi “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”, maka perlu
dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE
yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level). Kegiatan Evaluasi SPBE
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya
mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE dan kebijakan SPBE (Birokrasi
Reformasi, 2018).

Menurut Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto dalam rapat koordinasi Meuju
Situbondo Kota Pintar yang dibagikan oleh portal berita Times Indonesia bahwa
Pemerintah Kabupaten Situbondo sedang mulai menerapkan e-government yang
selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan
pemerintah kepada masyarakat terutama dalam hal kinerja, efektifitas dan efisiensi
diseluruh sektor pemerintahan Kabupaten Situbondo dengan program bernama
Situbondo Smart Society. Berdasarkan Laporan Pekerjaan Kegiatan Survei
Pelaksanaan Pembangunan Teknologi Informasi pada Seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 Kabupaten Situbondo terdapat 78 aplikasi
SKPD Pemerintah Kabupaten Situbondo. Beberapa contoh aplikasi tersebut adalah
Sistem Informasi Tata Naskah (SITA), Aplikasi Pengusulan Satya Lancana Karya
Satya, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), Sistem Informasi
Perencanaan Berbasis Akrual (SIRKA) dan lain lain. 78 aplikasi tersebut memiliki
rincian 15 buat sendiri, 27 dari kementrian, 35 dari pihak ketiga dan 1 dari dinas

provinsi. Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian,



perkembangan pelaksanaan pilot project perkembangan infrastruktur TIK Kabupaten
Situbondo untuk program “Smart Society” telah mencapai 43 SKPD, 17 Kecamatan,
4 Kelurahan dan 1 Desa. Selain itu ada 65 titik internet seluruh Situbondo dan 30
titik wifi khusus untuk masyarakat umum (timesindonesia.co.id /read/157435/
20170927/134242/situbondo-tingkatkan-pelayanan-dasar-melalui-program-smart-
society/. 2017).

Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo masih mengalami
sejumlah kendala, seperti pengelolaan infrastruktur TIK di 46 SKPD Pemerintah
Kabupaten dirasa masih kurang baik karena masih belum memenuhi beberapa
indikator kelayakan, sumber daya manusia pada bidang TIK dirasa masih kurang
baik serta sosialisasi dan koordinasi antar bagian atau lembaga terkait (Dinas
Komunikasi Informatika dan Kesandian, 2016)

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk
mengevaluasi tingkat kematangan dengan melakukan evaluasi SPBE berdasarkan
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi SPBE
dengan harapan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur
progress penerapan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Peneliti pada penelitian ini berperan sebagai evaluator eksternal, yang merupakan
evaluasi yang diselenggarakan oleh staf yang di luar pelaksanaan program, evaluator
eksternal lebih efektif karena independen dan mengambil pandangan objektif pada
persoalan yang terjadi (Sanders & Sullins, 2006). Penelitian ini diharapkan dapat
membantu untuk mengetahui komponen apa saja yang kurang dari implementasi
SPBE di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk
menyiapkan dan menguji kesiapan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam
menghadapi evaluasi SPBE sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Kementrian
PAN-RB.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Rumusan Masalah dalam penelitian

ini adalah



1. Bagaimana tingkat kematangan implementasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten
Situbondo?

2. Aspek apa saja yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi
tingkat kematangan SPBE?

3. Apa rekomendasi perbaikan untuk implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten

Situbondo berdasarkan hasil evaluasi?

1.3 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui tingkat kematangan implementasi SPBE di Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui aspek yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan hasil
evaluasi tingkat kematangan SPBE.
3. Untuk rekomendasi perbaikan untuk implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten

Situbondo berdasarkan hasil evaluasi.

1.4 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis
Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan hasil yang mampu
memberikan masukan informasi yang terkait dengan judul penelitian kepada
pembaca pada umumnya.

2. Bagi Peneliti
Mengetahui bagaimana proses penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
untuk mengevaluasi pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bagi Objek Penelitian
Mengetahui kesiapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di
Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan nilai indeks SPBE.



1.5 Batasan masalah
Beberapa hal yang membatasi penelitian ini, adalah :

1. Objek penelitian adalah Sistem Pemeritah Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah Kabupaten Situbondo.

2. Instrumen pengukuran kuesioner pada penelitian yaitu menggunakan pedoman
evaluasi SPBE yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE.

3. Metode asesmen/evaluasi yaitu dengan wawancara menggunakan kuesioner
yang berupa dokumen, pengumpulan bukti bukti pendukung, dan observasi

langsung.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka terkait teori — teori yang digunakan

dalam penelitian ini.

2.1 E-Government

E-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan
layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-government adalah penggunaan
teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan — kegiatan pemerintah yang
bertujuan untuk meningkatkat efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Lee,
2009). E-government juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi
berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu
merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas
akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada
penduduk, dunia usaha, pencari kerja,dan pemerintah lain, baik intansional maupun
antar Negara (Mustopadidjaja, 2003)

Tujuan dari e-government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada
masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya semakin banyak layanan online yang
tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar
dampaknya terhadap e-government. Dengan demikian e-government membutuhkan
critical mass dari e-citizen dan e-businesses untuk menghasilkan dampak
berkelanjutan melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. (Lee, 2009)

Di Indonesia inisiatif kearah e-government telah diperkenalkan sejak tahun
2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika
(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good
governance dan mempercepat proses demokrasi. Keluarnya Intruksi Presiden RI
Nomor 3 tahun 2003, intruksi tersebut menyebutkan kebijakan dan strategi nasional

pengembangan e-Government.



Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54),
E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi
untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas

Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang
berbunyi “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”. Pengguna SPBE
adalah semua pengguna yang memanfaatkan layanan SPBE seperti Pemerintahan,
masyarakat, dan pelaku usaha (Birokrasi Reformasi, 2018). Dari fungsinya yang
sangat membantu proses pelayanan di Pemerintah daerah, maka perlu adanya
evaluasi guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3 Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang
dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan
Pemerintah daerah (Kementerian PANRB,2018). Tujuan dilakukannya evaluasi
SPBE adalah mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah (Pedoman Evaluasi SPBE, 2018).

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan
(maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola
SPBE, dan domain Layanan SPBE. Tahapan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah adalah Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrument evaluasi,
mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi; pelaksanaan, yaitu

melakukan pengumpulan data melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau



observasi lapangan, serta melakukan penilaian atas hasil pengumpulan data; dan
pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan (Birokrasi
Reformasi, 2018).

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan
model — model tingkat kematangan yang telah di praktikkan secara luas yaitu
pertama CMM/CMMI (Capability Maturity Model/CMM Integration) yang
merupakan model yang mengukur dari aspek tingkat kematangan proses
pengembangan piranti lunak. Kemudian kedua ada E-Government Maturity Models
merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek
fungsionalitas dan kapabilitas teknis (Pedoman Evaluasi SPBE, 2018)

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu
rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan
tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu
informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Setiap tingkat (level)
memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara
tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih
tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah (Kementerian
PANRB,2018).

2.4 RACI Chart

RACI charts adalah cara untuk mencari responden yang tepat sesuai yang
dibutuhkan untuk menjadi narasumber. Langkah pertama dalam tahap pengumpulan
pengolahan dan analisa data yaitu pemetaan dalam bentuk diagram RACI charts
(Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed ) dimana responsible yang
berarti penanggungjawab atau orang yang bertanggung jawab, accountable yang
berarti pemilik kewenangan untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan, consulted
yang berarti pemberi konsultasi atau saran, dan Informed yang berarti penerima
informasi atau yang harus diberi informasi atau yang harus mengetahui

perkembangan dari suatu kegiatan yang dilakukan (G. Wirayudha, 2014).



BAB 3. METODE PENELITIAN

Tahap ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis

data pada penelitian ini.

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data — data yang
berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama

mengenai apa yang sudah di teliti (Kasiram, 2008).

3.2 Objek Penelitian
Pada penelitian ini objek yang di teliti merupakan Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian di lakukan di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Waktu
penelitian dilaksanakan pada bulan Januari — Februari 2019. Penelitian ini akan lebih
banyak dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian Kabupaten
Situbondo. Pemilihan SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Kesandian sebagai
SKPD yang bertanggung jawab penuh mengenai perencanaan, pengimplementasian,
dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3.4 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian merupakan urutan langkah penelitian yang dilakukan.

Gambaran tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 3.1 Alur tahapan kegiatan

3.4.1 Studi Literatur

Kegiatan studi literatur dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan data
sebagai dasar penelitian dan pembahasan penyusunan dasar teori yang digunakan.
Daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber penelitian ini berupa jurnal, buku
pedoman evaluasi SPBE, dan karya tulis ilmiah dari penelitian yang terdahulu.

3.4.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran

Penyusunan instrumen pengukuran pada penelitian ini berdasarkan indeks
Evaluasi SPBE untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan SPBE di
Pemerintah Kabupaten Situbondo. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan
melalui struktur penilaian yang terdiri dari :
1.  Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai,
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai,
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang

dinilai.
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Sebuah domain terdiri satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari
atau beberapaindikator yang bisa dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1. Domain, aspek dan indikator penilaian SPBE

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 1 Kebijakan Internal tim pengarah SPBE instansi
Pemerintah

Indikator 2 Kebijakan Internal inovasi proses bisnis terintegrasi

Indikator 3 Kebijakan Internal rencana induk SPBE instansi
Pemerintah

Indikator 4 Kebijakan Internal anggaran dan belanja TIK

Indikator 5 Kebijakan Internal pengoperasian pusat data

Indikator 6 Kebijakan Internal integrasi sistem aplikasi

Indikator 7 Kebijakan Internal penggunaan aplikasi umum berbagi
pakai

Aspek 2 Kebijakan Internal layanan SPBE

Indikator 8 Kebijakan Internal layanan naskah dinas

Indikator 9 Kebijakan Internal layanan manajemen kepegawaian

Indikator 10 Kebijakan Internal layanan manajemen perencanaan
dan penganggaran

Indikator 11 Kebijakan Internal layanan manajemen keuangan

Indikator 12 Kebijakan Internal layanan manajemen kinerja

Indikator 13 Kebijakan Internal layanan pengadaan

Indikator 14 Kebijakan Internal layanan pengaduan publik

Indikator 15 Kebijakan Internal layanan dokumentasi dan informasi
hukum

Indikator 16 Kebijakan Internal layanan whistle blowing system

Indikator 17 Kebijakan Internal layanan publik instansi Pemerintah

Domain 2 Tata Kelola SPBE

Aspek 3 Kelembagaan

Indikator 18 Tim pengarah SPBE instansi Pemerintah

Indikator 19 Inovasi proses bisnis terintegrasi

Aspek 4 Strategi dan Perencanaan

Indikator 20 Rencana induk SPBE instansi Pemerintah

Indikator 21 Anggaran dan belanja TIK

Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 22 Pengoperasian pusat data

Indikator 23 Integrasi sistem aplikasi

Indikator 24 Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai

Domain 3 Layanan SPBE

Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
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Elektronik
Indikator 25 Layanan naskah dinas
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31 Layanan Pengadaan
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32 Layanan pengaduan publik
Indikator 33 Layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 34 Layanan whistle blowing system
Indikator 35 Layanan publik instansi Pemerintah

3.4.2.1 Tingkat kematangan kapabilitas proses

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata

kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan

dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2. tingkat kematangan pada domain tata kelola SPBE dan kebijakan internal

SPBE

Tingkat (level)

Karakteristik

0 —tidak ada Kebijakan internal belum tersedia atau masih
berbentuk konsep

1 — Rintisan Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu waktu, tidak
terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan dan
hasil tidak terprediksi.

2 — Terkelola Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar - dasar

manajemen yang telah di denifisikan dan di
dokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar

masing — masing unit organisasi.

Kebijakan internal telah  dilegasasi, namun

pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
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3 — Terstandarisasi

Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan

terstandarisasi oleh semua unit organisasi terkait.

Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata
kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum
mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

4 — terintegrasi dan

terukur

Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan
proses tata kelola lain dan terukur Kinerjanya secara
kuantitatif.

Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar
proses tata kelola dan mekanisme pengukuran Kinerja

proses tata kelola tersebut.

5 — Optimum

Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan

kualitas secara berkesinambungan.

Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi

berkelanjutan dan manajemen perubahan.

3.4.2.2 Tingkat kematangan kapabilitas fungsi SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain

layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Tingkat kematangan pada domain layanan SPBE

Tingkat Kriteria

1 — Informasi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi
satu
arah.

2 — Interaksi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua
arah.

3 — Transaksi Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran
informasi
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dan layanan.

4 — Kolaborasi Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan

layanan SPBE lain.

5 — Optimalisasi Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap

perubahan

kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

3.4.3 Pembuatan RACI Chart

Pembuatan RACI dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari calon
responden yang tepat sesuai yang dibutuhkan atau yang berwenang untuk menjadi
informan atau narasumber dalam memperoleh data dengan evaluasi dokumen,

wawancara dan observasi langsung.

3.4.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan evaluasi dokumen,
wawancara dan observasi langsung yang menggunakan pedoman Evaluasi SPBE
yang dikeluarkan oleh Kementrian PANRB yang bertujuan untuk mengukur tingkat

kematangan suatu SPBE.

3.4.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data
yaitu perhitungan untuk menentukan penilaian tingkat kematangan dan bobot serta
menentukan nilai indeks secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada setiap
indicator SPBE.

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut :

1.  Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu)
2.  Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua)
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga)
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4.  Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat)
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima)

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang
berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata
kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai
bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot
yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek
dapat dilihat pada Tabel 3.4. Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung
dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Tabel 3.4. Bobot domain dan aspek

Domain dan Aspek Penilaian Jumlah Total
Indikator bobot
Domain 1 — Kebijakan Internal SPBE 17 17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 7 7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE 10 10%
Domain 2 — Tata Kelola SPBE 7 28%
Aspek 3 — Kelembagaan 2 8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan 2 8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 12%
Domain 3 — Layanan SPBE 11 55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan 7 35%
Berbasis Elektronik
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 20%

Nilai indeks tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan beberapa

kategori yang disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. kategori indeks SPBE




No Nilai indeks Kategori
1 4,2-5,0 Memuaskan
2 35-<4.2 Sangat Baik
3 26-<35 Baik

4 18-<26 Cukup

5 <18 Kurang

3.4.6 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tindak lanjut hasil analisis data sekaligus
pemaparan hasil analisis data. Pada penilitian ini hasil analisis data adalah indeks
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yang digunakan untuk menghitung nilai tingkat kematangan pada setiap indikator.

Dengan demikian isi dari penarikan kesimpulan ini adalah mengetahui tingkat

kematangan implemetasi SBPE pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, aspek-aspek

yang perlu dilakukan pernaikan berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan

SPBE serta merekomendasikan perbaikan

Kabupaten Situbondo.

implementasi

SPBE Pemerintah



BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti mengenai penelitian

yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat membantu dan

digunakan sebagai saran perbaikan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Situbondo dan sebagai acuan untuk peneliti pada penelitian

selanjutnya.

5.1

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti nilai indeks

SPBE vyang diperolen dari asesmen vyang dilakukan oleh peneliti

mendapatkan nilai 2.7925. Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh peneliti
menunjukkan kualitas SPBE pada kategori BAIK.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa indikator yang perlu adanya

perbaikan dan penambahan yaitu

a.

Pada indikator 1, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal terkait Tim
Pengarah SPBE harus mencakup tugas - tugas yang sudah terintegrasi
antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antar Instasi Pusat
dan 2) Kebijakan internal tersebut di pantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala.

Pada indikator 2, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Terdapat dan sudah ditetapkannya
Kebijakan Internal yang mendukung adanya Standarisasi proses bisnis,
2) Adanya kebijakan khusus terkait alur kerja atau proses bisnis yang
terintegrasi, karena pada bukti yang ada hanya menyangkut sistem
aplikasi terintegrasi tanpa adanya alur kerja, dan 3) Kebijakan internal

tersebut harus dinilai, dipantau dan dievaluasi secara berkala.

37
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Pada indikator 3, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal yang ada harus
mampu mencakup semuadari visi, misi, arsitektur, dan peta jalanSPBE,
2) Kebijakan internal harus mencakup adanya integrasi dan 3)
Kebijakan internal harus dievaluasi secara berkala terkait rencana induk
yang ada.

Pada indikator 4, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Membuat dan mengesahkan
Kebijakan Internal terkait Perencanaan dan Penganggaran TIK, 2)
Kebijakan Internal yang ada harus mencakup seluruh muatan dari
rencana induk, 3) Kebijakan internal yang ada harus memiliki integrasi
dengansistem lain, dan 4) Kebijakan internal harus dievaluasi, karena
bukti yang ada hanya berupa laporan pertahun tanpa ada kebijakan
tertulis tentang perencanaan dan pengganggaran TIK.

Pada indikator 5, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara
berkala.

Pada indikator 6, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan internal harus mencakup
proses evaluasi secara berkala.

Pada indikator 7, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
seluruh penggunaan disemua instansi, 2) Kebijakan Internal yang ada
harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 3) Kebijakan internal
yang ada harus dievaluasi secara berkala.

Pada indikator 8, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya

perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
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integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara
berkala.

Pada indikator 9, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara
berkala.

Pada indikator 10, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
seluruh penggunaan disemua instansi, 2) Kebijakan Internal yang ada
harus mencakup integrasi dengan sistem lain dan 3) Kebijakan internal
yang ada harus dievaluasi secara berkala.

Pada indikator 12, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara
berkala.

Pada indikator 16, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Kebijakan internal harus mencakup
integrasi dengan sistem lain dan 2) Kebijkan harus evaluasi secara
berkala.

Pada indikator 19, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Membuat dan mengesahkan Proses
bisnis (alur kerja) yang terintegrasi, 2) Proses bisnis (alur kerja) yang
ada harus diterapkan diseluruh instansi pusat atau pemerintah, 3) Proses
bisnis (alur kerja) yang ada harus memiliki integrasi dengan sistem lain,
dan 4) Proses bisnis (alur kerja) harus dikembangkan dari hasil evaluasi
yang dilakukan secara berkala.

Pada indikator 20, Untuk mencapai level maksimum maka perlu adanya
perbaikan dan penambahan yaitu 1) Dokumen rencana induk harus
memuat seluruh muatan seperti visi, misi, arsitektur serta peta jalan, 2)

Pelaksanaan peta jalan rencana induk SPBE secara konsisten pada 3
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tahun mendatang dan 3) Butuh adanya sebuah pemantauan dan evaluasi
secara berkala.

Pada indikator 21, Untuk mencapai level maksimum maka perlu adanya
perbaikan dan penambahan pada 1) Membat sebah perencanaan dan
penganggaran yang tertuang dalam rencana kerja tahunan yang
dikonsultasikan dengan pengelola TIK, 2) perencanaan dan
penganggaran TIK yang ada harus memiliki integrasi dengan sistem
lain dan 3) adanya hasil evaluasi dari perencanaan dan penganggaran
TIK ini dapat menjadi masukan perbaikan.

Pada indikator 23, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan pada 1) penambahan integrasi sistem yang
dapat dinilai, dikendalikan, dan dievaluasi, 2) adanya tindakan seperti
evaluasi serta pengembangan dari integrasi sistem aplikasi tersebut.
Pada indikator 24, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan seperti 1) sudah digunakan diseluruh
instansi pemerintah terkait aplikasi umum berbagi pakai, 2) adanyanya
tindakan pengendalian, penilaian dan evaluasi, dan 3) adanya hasil
evaluasi yang digunakan untuk proses peningkatan.

Pada indikator 26, Untuk mencapai level maksimum, perlu adanya
perbaikan dan penambahan seperti 1) kolaborasi dengan dengan suatu
layanan SPBE atau adanya integrasi dengan layanan SPBE serta adanya
2) usaha peningkatan terus menerus sesuai perubahan lingkungan,
teknologi dan kebutuhan instansi.

Pada indikator 29, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan sseperti 1) layanan kolaborasi dan integrasi
dengan layanan SPBE instnasi pemerintah lainnya seperti Kementrian
Keuangan dan 2) melakukan peningkatan sistem keuangan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi.
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Pada indikator 30, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan seperti 1) layanan kolaborasi yang
terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen
penganggaran, RKPD dan sebagainya serta 2) sistem yang ada dapat
terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadapt perubahan
lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Pada indikator 34, Untuk mencapai level maksimum perlu perbaikan
dan penambahan seperti 1) adanya kolaborasi dengan sistem lain
seperti manajemen kinerja atau dengan sistem SPBE lainnya dan 2)
sistem yang ada dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan
terhadapt perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Pada indikator 35, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan seperti 1) sistem dapat merespon kepada
pengguna yang berkaitan dengan permohonan pelayanan, 2) adanya
kolaborasi dan integrasi serta 3) sistem pelayanan publik tersebut dapat
ditingkatkan berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan instansi.

Pada indikator 36, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan fitur seperti 1) penambahan fitur yang
mampu melakukan proses layanan interaksi dan transaksi, 2) adanya
kolaborasi dan integrasi, serta 3) sistem pelayanan public tersebut dapat
ditingkatkan berdasarakan perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan instansi.

Pada indikator 37, Untuk mencapai level maksimum perlu adanya
perbaikan dan penambahan seperti 1) sistem dapat merespon kepada
pengguna yang berkaitan dengan permohonan pelayanan, 2) adanya
kolaborasi dan integrasi serta 3) sistem pelayanan publik tersebut dapat
ditingkatkan berdasarkan perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi.
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5.2 Saran Pengembangan Penelitian

Adapun saran yang ditujukan untuk memberikan masukan yang lebih baik

yaitu sebagai berikut:

1.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa indikator dibawah level
3 yang dibuat untuk memperbaiki kekurangan yang ada sehingga mampu
mencapai level yang maksimal.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan kombinasi beberapa alat

ukur serta bisa menggunakan metode lain.
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Indikator 1
Domair 1 Kebijakan Internal SPEE Aszpek 1 k.ebijakan Internal Tata Kelola SPEE
- — Filihan
' Kebijakan Internal Tim Pengarah SPEE F'.pé.kah |nj5tan5| Sauda.ra I_-nemlhkl Saudara
Indikatar 1 Instansi P intah Pertanyaan  |kebijakan internal terkait Tim Pengarah
ristansi Pemerinta SPEEITIKI?
LewelD Tidak terdapat kebijakan internal terk ait Tim Pengarakh SPEE. o1 Level 0
Leuweald Terdapat konsep kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPEE. 1 Level 1
Kebijakaninternal telah ditetapkan dan mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPEE o Level 2
Lewal2 wang mendukung penerapan SPEE pada sebagian unit kerjalperangkat daerah dilnstansi
PuzatiPemerintah Dasrak.
Lewvel 3 Kebijakaninternal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarakh SPEE vang mendukung ® Level 3
penerapan SPEE pada semua unit kerjalperangkat daerah dilnstans PuzatPemerintalh Daerah,
Level d Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPEBE vang mendukung o Level 4
v penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Dasrah, atau antar Instansi Pusat dan
Level5 Kebuaka!ﬁ internal dlpantaf.,l, dll‘llla.l_, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, o Level 5
teknalogi, dan kebutuhan instansi
Peniel | MKebijzkan internal terkait tim pengarah terdapat di Sk Panitia Pelaksana Operasional 53, 2] 5K Bupatitentang
SMIEIEEAN ) Paritia Pelaksanan Operazional, 2. PERBUR 14 Tahun 2007 halaman 6
Salf:a 1. 5K Bupatitentang Panitia Pelaksana Operasional, 2. PERBUC 14 Tahun 2017 Hal 6
kuing:
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Indikator 2
Domain 1 kebijakan Internal SPEE Bzpek 1 Febijakan Internal Tata Kelola SPEE
Apakah Instansi Pusat'Pemerintah Pilihan
) Kebijakan Internal lnovasi Proses Biznis Daerah Saudara memiliki kebijakan Saudara
Indikatar 2 i . Pertanyaan . ) o .
Terintegraszi intermal terkait proses biznis [alur kerja)
terintegrasi?
LeyelO Tidak terdapat kebijakan internal terkait standardisazi proses bizsnis. & Level 0
Lewel1 Terdapat kanzep kebijakan internal terkait standardiz asi penyusunan prozes bisnis. e Level 1
Lewel 2 K.ebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis. 1 Level 2
Kebijakan internal telalh mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instanzi PusatPemerintab Dasrak
Level 3 o Level 3
Saudara.
Level 4 Febijakan telah mendukung integrasi prozes biznis antar Instansi Puzat, antar Pemerintah Daerah, Level 4
FvE danfatau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. OLEve
LevelS Kebiiakaf‘u internal dipantaf.,l, dinilaﬁi, dan dievaluasi secara berkala terthadap perubahian lingkungan, o Level 5
teknologi, dan kebutuhan instansi
Penjelazan: |Tidak mempunyai, karena dengan data wang ada harnwa menyinggu tentang integrasi =aja tanpa adanya proses bisnis
Data _
dukung:
Indikator 3
Domain 1 Kebijakan Internal SFBE Bzpek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- - Filihan
) Febijakan Internal Rencana Induk SPEE Apakah Instanst F'usat.n'.F'_eme.r.lntah Saudara
Indikator 3 It anmsi Pemerintah Pertanyaan Daerah Saudara memiliki kebijakan
internal terkait renc.ana induk SPEE?
LewelO Tidak terdapat kebijakan internal terk ait rencana induk SPEE. o Level 0
Leweld Terdapat kansep kebijakan internal terkait rencana induk SPBE. o1 Level 1
Level 2 Febijakan internal telak ditetapkan dan mendukung pengaturan rencana induk SPEE yang mencakup & Level 2
harwa zebagian dari muatan rencana induk SPEE waitu vizi dan misi SPBE, arsitektur SPEE, atau peta
Lewel 3 Febijakan internal telah mendukung pengaturan rencana induk SPEE vang mencakup selurub o1 Level 2
muatan rencana induk SPBE waitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.
Level d Febijakan internal telabh mendukung pengaturan rencana induk SPBE vang mencakup integrasi SPEE Level 4
Ve antar Instansi Puzat, antar Pemerintah Daerah, dantatau antar Instansi Puzat dan Pemerintah Daerah. Oleve
Febijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan,
Level 5 teknologi, dan kebutuhan Instansi PusatiPemerintab Dasrah. Clevel 5
1l Level Ttentang rencana induk terdapat pada Masterplan eGoverment K.abupaten Situbondo dan PEREUR Momor 14
Takun 2017 Pedoman Pemanfaatan Teknaologi Informasi dan Komunikasi dalam Penvelenggaraan Situbondo Smart
Penjelazan: | Society, 2llevel 2 dibuktikan dengan adanya tujuan dar rencana induk terzebut wang ada pada Masterplan dan
PEREBUP 14 Tahun 2017 Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pervelenggaraan
Situbondo Smart Society
Data 1. Masterplan eGovernment Kabupaten Situbondo, 2. PEREUR Tahun 2017 Tahun 2017 Pedoman Pemanfaatan
dukung: Teknologilnformasi dan Komunikasi dalam Pernvelenggaraan Situbondo Smart Society,

Indikator 4
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Domain 1 Kebijakan Internal SPEE Azpek Kebijakan Internal Tata Kelola SPEE
PFilik
N ) Apakah Inztanzi PusatiPemerintah Daerah finan
) Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja e ) ) Saudara
Indikator 4 T Pertanyaan Saudara memiliki kebijakan internal terk ait
perencanaan dan penganggaran TIE?
Level Tidak terdapat kebijakan internal terk ait perencanaan dan penganggaran TIK dilnstansi Pusat'Pemerintah & Level 0
Dasrah Saudara.
Level1 Terdapat kansep kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK dilnstansi Pusat/Pemerintab o Level 1
Dasrah Saudara.
Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK vang
Lewel 2 i ) . O Level 2
menyelarazkan dengan sebagian muatan dari rencana induk SPEE.
Lewel 3 Kebijakan internal telah mer.udukung p.engaturan perencanaan dan penganggaran TIK vang menvelaraskan o Level 3
dengan seluruh muatan dari rencana induk SPEE.
Level 4 Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK vang mencakup o Level 4
imtegrazi SPEE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerak, dandatau antar Instansi Puzat dan Pemerintak
LevelS Kebijakan internal dipal.'utau, dirilai, d._?m diewaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknalogi, o) Level 5
dan kebutuhan Instansi PusatliPemerintah Dasrah.
Penjelazan: |Dengan bukti vang ada vang tidak dapat mencapailevel 1
Data _
dukung:
Indikator 5
Domain 1 Kebijakan Internal SPEE Aspek1 Kebijakan Internal Tata Kelala SPEE
Filiharn
N ) Apakah Instansi PusatiPemerintalh Dasrah
' Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat o N . - Saudara
Indikatar 5 Diats Pertanyaan Saudara memiliki kebijakan internal terk it
pengoperasian pusat data [ Haa conar |7
Tidak terdapat kebijakan internal terkait pengoperaszian pusat data dilnstansi Puzat'Pemerintah Daerah
Lewel R ' pengep F i Level 0
Saudara.
Terdapat kanzep kebijakan internal terkait pengoper asian pusat data dilnstansi PusatiPemerintah Daerak
Lewel1 R P Rebl peEngep F o Level 1
Saudara.
Lewel 2 K.ebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi zebagian unit Level 2
kerjalperangkat daerah dilnstansi PuzatPemerintab Daerah Saudara. 0
Febijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data bagi semua unit kerjalperangkat daerah
Lewel 3 ) ) ) @ Level 3
dilnstansi Puzat!Pemerintah Dasrah Saudara.
Leveld Kebijakan internal mendukung pengaturan pengoperasian puzat data untuk melaksanakan integrasi pusat Level 4
data dengan puzat data milik Instansi Puzat!Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan O
Kebijakan internal dipantaw, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknalogi,
Lewel5 ' & elipar PP sking = o Level 5
dan kebutuhan instanzi.
11 Level 1terdapat pada Sk Bupati Panitia Pelaksana Faszilitas Puzat Data Kabupaten Situbondo; 21 Level 2, 3terdapat pada
Penjelazan: | SK bupati vang sama dengan dijelazkan pada masuknua instansi lain dalam satu pemerintahan pada anggota susunan
keanggotaan pelakzanan
Sa::a 1. Sk Bupati Panitia Pelakzana F asilitas Puzat Data Kabupaten Situbonda
ukung:

Indikator 6
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Domain 1 Kebijakan Internal SPEE Azpek 1 Kebijakan Internal Tata Kelala SPEE Pilihan
ApakahInstanzi PusatP intak O h Saud Saudara
Indikator & |Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi |Pertanyaan pa _é . ne ;an5| If'lsa emerlnl a. aera! . audars
memiliki kebijakan internal verk ait integrasi zsistem
LewelO Tidak terdapat kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikaszi. T1Level 0
Lewal 1 Terdapat kanzep kebijakan internal terk ait inteqrasi sistem aplikaszi 1 Level 1
Lavel 7 Kebuak.an internal telafh ditetapkan dan mendukung pengaturan integrasi zsistem aplikazi pada sebagian sistem aplikasi di O Level 2
Instansi Pusat! Pemerintah Daerah Saudara.
Level 5 Kebijakan intn?rnal mendukung pengaturan integrasi sistemn aplikasi pada semua sistemn aplikasi dilnstansi # Level 3
PuzatiPemerintah Daerah Saudara.
Leveld Kebijakaninternal men.dukung pengatura.n integraszi sistemn aplikasi antar Instanzi Pusat, antar Pemerintab Daerah, O Level 4
dantatau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Level5 Kebijakan dipantau, dinilai. dan dievaluasi secara berk ala terthadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan O Level 5

instansi.

Penjelasan:

1Lewel 1diperkuat dengan adarnya Edaran Bupati tentang Intearasi dan Operasional Intellegenci Foom; 21Level 2 dan 3 diperkuat pada
Edaran Bupati vang menjelaskan bahw a seluruk OPO masing masing diintruksikan melakukan integrasi data daninformasi zerta pada Sk
Bupati TIM Pengelola IR vang menjelaskan bahw a ruang lingkup lavanan IR ini meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan,

Kependudukan, Ekonomi dan Sistem Pelayanan Masvarakat Online;

Data
dukung:

1. Edaran Bupati tentang Integrasi dan Operasional Intellegenci Room, 2. Sk Bupati Tim Pengelola IR

Indikator 7

Domain 1 Kebijakan Internal SPEE fspekd Kebijakan Internal Tata Kelala SPEE
Filik
. L Apakah Instansi PusatPemerintah Daerah fnan
' Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi o . . _ Saudara

Indikator 7 ) - Pertanuaan Saudara memiliki kebijakan internal terkait

Umum Berbagi Pakai S . .

penggunaan aplikasi umum berbagi pakai?

LevelO Tidak terdapat kebijakan internal terk ait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. o Level 0
Lewvel 1 Terdapat konsep kebijakan internal terk ait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, a0 Level 1
Lovel 2 F‘(ebiiakan internal telah ditetapkan; hanya sebagian aplikasi umum berbagi pakaitelah diatur dalam kebijakan o Level 2

internal tersebut,

Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai di lnstansi
Leusl3 PuzatiPemerintalh Daerah Saudara, OLevel 3
Level d Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai vang dapat dintegrasikan Lavel 4

s dengan sistemn aplikasilain dilnstansi PusatiPemerintah Dasrah Saudara. o

LevelS Kebijakan n:!ipantaL.,l, dinilzi, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahian lingkungan, teknologi, dan o Level 5

kebutuhan instansi.
Penjelazan: |1 Level 1diperkuat di Perbup 14! 2017 halaman 51tentang data dan pangkalan data sekaligus adanya SK Bupati tentang aplikasi
3"‘5 1. PERELP 14 Tahun 2017 tentang Data dan Pangkalan Data, 2. 5k Bupati

Likung:

Indikator 8
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Domain 1 Kebijakan Internal SPEE Azpek 2 Kebijakan Internal Layanan SPEE
Pilik
Bpakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara Sall.ladzlr-la
Indikatar & kebijakan Internal Lavanan Maskak Dinaz | Pertanyaan memiliki kebijakaninternal terkait sistem naskah dinas
elektronik?
LewelO Tidak terdapat kebijakan internal terk zit zsistem naskah dinas elektranik. 1 Level 0
Lewel1 Terdapat kansep kebijakan internal tarkait sistem naskah dinas elektronik. o Level 1
Febijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas elekironik pada zebagian
Level2 kebutuban Instansi PusatiPemerintalh Dasrah Saudara. Olevel 2
Lavel 3 Eebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem nazkah dinas elektronik: di lnstansi
PusatiPemerintab Dasrab Saudara, @ Level 3
Lavel d K.ebijakan internal mendukung kebutuban integrasi sistem nazkah dinas elektronil: dengan sistem naszkah dinas elektronil: Level 4
sejenis atau zistem aplikazilain di dalam Instansi PuzatPemerintah Dasrah Saudara ataupun antar Instansi Oleve
K.ebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknalagi, dan kebutuhan
Levels | oniskandp i e ? o Level 5
instansi.
. 1 Lewel 1terdapat kebijakan pada Perbup 46 tabun 2017 tentang Pedoman tata naskah elektronik; 2] Level 2 dan Sterdapat pada
Penjelazan: )
halaman 5;
Data 1. Perbup 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Maskah Elektronik
dukung:

Indikator 9

Domain 1 Kebijakan Internal SPEE Bzpek 2 Kebijakan Internal Layanan SPEE
Filikan
F.ebijakan Internal Lavanan Manajemen Apakah Instansi PusatiPemerintsh Saudara
Indikator 3 I ) ¥ I Pertarwaan Oaerah Saudara memiliki kebijakan
Kepegawaian . o .
internal terk ait siskem manajemen
LevelO Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistemn kepegaw aian. mlevel 0
Level1 Terdapat konzep kebijakan internal terkait sistemn kepegaw aian. o Level 1
Level 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen kepegaw aian pada Level 2
sebagian kebutuhan Instansi PusatiPemerintah Dasrah Saudara. &
Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutubhan dari sistem manajemen kepegaw aian di
Level 3 Instansi PusatiPemerintab Dasrah Saudara. & Level 3
Kebijakan internal mendukung kebutubhan inteqrasi sistem manajemen kepegaw aian dengan sistem
Lewel 4 ) ) ) . G . o1 Level 4
manajemen kepegaw aian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasilain di dalam Instansi
Kebijakan dipantau, dinilai. dan dievaluasi secara berkala terthadap perubahan lingkungan, teknolagi, dan
Level5 ' P ) PP drung | o Level 5
kebutuhan instansi.
. 11 Level Tterdapat pada Raperbup Sistem Informasi Kepegaw aian; 2] Level 2 dan 3 terdapat pada Raperbup Sistem
Penjelazan: . ) )
Informasi Kepegawaian Pasal 2, pasal 5, pasal 8;
DOata ) . .
1. Raperbup Sistem Infarmasi Kepegaw aian
dukurnag:

Indikator 10
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Domain 1 Kebijakan Internal SFBE Bzpelk 2 Kebijakan Internal Lavanan SPEE
Apakak Instansi Pusat/Pemerintahb Filihan
) Febijakan Internal Lavanan Manajemen Daerah Saudara memiliki kebijakan Saudara
Indikator 10 Pertanyaan ) T )
Perencanaaan dan Penganggaran internal terkait sistem manajemen
perencanaan dan penganggaran?
LewelO Tidak terdapat kebijakan internal terk ait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran. 1 level 0
Leuwsl1 Terdapat kansep kebijak an internal terkait sisterm manajemen perencanaan dan penganggaran. & Level 1
Level 2 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen perencanaan dan o1 Level 2
penganggaran pada sebagian kebutuhan Instansi PusatPemerintabh Daerah Saudara.
Level 3 Febijakan inte-rna.ll mendl.,!kung pengatl.,!ran seluruh kebutuhan dari sistem manajemen perencanaan dan o1 Level 2
penganggaran di lnstansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Level d Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran o1 Level 4
dengan sistemn aplikasi lain di dalam Instansi PusatPemerintabh Daerah Saudara.
LevelS Febijakan u:!ipantal..,l, dirilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan o1level 5
kebutuhan instansi.
Peryel | M Level zatu terdapat kebijakan wang berkaitan dengan Sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada Sk
BRIEISZAN | By ypati dan SK Kepala BPPRAD
Data 1. 5K Bupati dan 5K Kepala BPPEAD
dukung:
Indikator 11
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Azpek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE
Apakah Instansi Fusat/Pemerintah Filihan
; Kebijakan Internal Layanan Daerah Saudara memiliki kebijakan Saudara
Indikator 11 . Pertanyaan . ) : .
Manajemen Keuangan internal terkait sistem manajemen
keusnean?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan. o Level 0
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan. 2 Level 1
Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen keuangan
Level 2 . i i O Level 2
pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

Level 3 Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen keuangan oL 13
di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara. cve

Level 4 Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem @ L 14
aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara. eve
Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan

L 15

Ve lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi. < Level

Penialasan - 1) Level 1, 2, 3 didukung dengan adanya SK Bupati dan SK Kepala BPPEAD, 2) Level 4 terdapat pada Laporan

! " |Koordinasi Integrasi Aplikasi SIRKA
Data . . - . - -
dukune- 1. 5K Bupati dan 5K Kepala BFPKAD, 2. Laporan Koordinasi Integrasi Aplikasi SIREA

Indikator 12
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Domain 1 Kebijakan Internal SPEE Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPEBE
- - Pilihan
N Apakah Instansi Pusat/Pemerintah
) Kebijakan Internal Layanan o . Saudara
Indikator 12 ) . Pertanyaan Daerah Saudara memiliki kebijakan
Manajemen Kinerja _ . .
internal terkait sistem manajemen
Level O Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja. O Level
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja. o Level 1
Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem manajemen
Level 2
kinerja pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Saudara. O Level 2
Level 3 Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen @ Level 3
kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Level 4 Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan o Level 4
sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.
Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan
Level 5 =0 P - - e oy Level 5
lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
Penjelasan : |1) Level 1, 2 dan 3 terdapat pada Perbup Nomor 33 tahun 2018 pasal 22
Data
1. Perbup Momor 33 Tahun 2018
dukung:
Indikator 13
k.ebijakan Internal SPEE Bzpek 2 F.ebijakan Internal Lavanan SPEE
Filik
N Apakah Instansi PusanPemerintah Daerak finan
) F.ebijakan Internal Lavanan 1 i ) o Saudara
Indikator 13 Pertanyazan | Saudara memiliki kebijakaninternal terkait sistern
Pengadaan .
pengadaan secara elektronik?
LewelD Tidak terdapat kebijakan internal terk ait sistem pengadaan secara elektronik. T1level 0
Leuwel1 Terdapat kansep kebijakan internal terkait zsistem pengadaan secara elektronik. o1 Level 1
Level 2 Kebijakan in.ternal telah ditetapkarg dan mendukl.tlng pengaturan sistem pengadaan secara elektronik 1 Level 2
pada sebagian kebutuhan Instansi PusatiPemerintab Daerah Saudara,
Level 3 Kebiiaka.m iruternal tn?-lah mendukul.'ug pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem pengadaan secara o1 Level 2
elektronik di Instansi PusatlPemerintalh Daerah Saudara.
Level d Kel-:uiiak.ar! internal mendul.qung kebutuhén integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem & Level 4
aplikaszilain dalam Instansi PuzatPemerintabh Dasrah,
LevelS Kebiiaka!'u internal dipanta!.,l, u:linilafi, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, o1Level 5
teknologi, dan kebutuban instansi.
. Tl Level 1, 2. Jterdapat pada Perbub no 4 tabun 2011 pada halaman 3 vang mengatakan bahw a dilakukan secara
Penjelazan: ,
elektronik;
Data 1. Perbup Mamor ¢ Tahun 20711
dukung:

Indikator 14



Domain 1 Kebijakan Internal SFBE bzpek 2 F.ebijakan Internal Lavanan SPBE
Priliky
. Apakah Instanzi PusatiPemerintal Dasrak Hman
) Febijakan Internal Lavanan o " ) - Saudara

Indikator 14 ) Pertanyaan | Saudara memiliki kebijakan internal terk ait

Pengaduan Publik } )

sistemn pengaduan publik?

LewelO Tidak terdapat kebijakan internal terk ait sistem pengaduan publik. 1 Level 0
Lewel 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait zsistern pengaduan publik. o1 level 1

Febijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada
Level 2 sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara. Clevel 2
Level 3 Febijakan |nh.a-rna| telal mendukung selurub kebutuhan dari sistem pengaduan publik dilnstansi 1 Level 3

PuzatPemerintah Dasrah Saudara.

Febijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikaszilain
Level 4 di dalam Instansi PusatiPemerintah Daerakh Saudara, ®Level 4
Level S I'.Cebuakan intermal dlptantau, dinilzi, daljl dlE-'.'al!JaSl secara berkala terhadap perubahan 1 Level 5

limgkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi
Peryel | Level1terdapat pada SK BupatiLapor: 2] Level 2 dan 3 terdapat pada 3K BupatiLapor 31Level 4 terdapat

EnElasan: pada Surat Integrasi SIOUMAS dan SK Bupati Lapor ;

Data 1. Sk Bupati Lapor, 2. Surat Integrasi SIDUMAS
dukung:

Indikator 15

Domain 1 Febijakan Internal SPEE Bzpek 2 F.ebijakan Internal Lavanan SPEE
Apakah Instanzi PusatPemerintab Dasrak Pilihan
) Kebijakan Internal Lavanan Saudara memiliki kebijakan internal terk ait Saudara
Imdikatar 15 ) ) Pertaryaan ) o ) ) )
Dakumentasi dan Infarmasi Hukum sistem jaringan dokumentasi dan informasi
bk [JOIHT?
Lews| 0 Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi biukum (JOIH]. 1 Level 0
Lewel1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hulkum (JOIH]. o1 level 1
Level 2 Febijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan sistem jaringan dokumentasi dan o1 Level 2
sve informasi hukum [JOH) pada sebagian kebutuhan dilnstansi PuzatPemerintah Dasrah Saudara.
Level 3 Kebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuhan darni sistem jaringan 1 Level 3
dokumentasi dan informasi hukum [JOH] di lnstansi PusatiPemerint ab Dasrah Saudara.
Febijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan infarmasi hukum
Level 4 [JOIH] antar Instansi PusatPemerintakh Dasrah. ®Level4
Level S Kebuaka!ﬁ internal dlpantaf.,l, dll‘llla.l_, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, r1Level 5
teknologi, dan kebutuhan instansi

Penjelazan:

11 Padalevel 1terdapat pada PERDA 17 Takun 2013 halaman 4; 21 Level 2, 3, dan level 4 dibuktikan dengan adanua

integrasi Website JOIH Situbondo dengan Provinsi.

Data
dukung:

1. PERDA 17 Tahbun 2013

Indikator 16
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Domain1 Kebijakan Internal SFBE bzpek 2 F.ebijakan Internal Lavanan SPBE
- - Filihan
) F.ebijakan Internal Lavanan Whistle Apakah Instansi F'ugat.n'.F'.eme.r.lntah Saudara
Indikator 16 Blowing System (WES] Pertanwaan Dasrah Saudara memiliki kebijakan
wing System internal untuk WEBSY

LewelD Tidak terdapat kebijakan internal terkait WES. o1 Level O

Leuwel1 Terdapat kansep kebijakan internal terk ait \WES. o1 Level 1
K ebijakan internal telah ditetapkan dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan

Level 2 di Instansi Puzat!Pemerintah Dasrah Saudara. Olevel 2

Level 3 Febijakan |ntn.z-rna| telah ditetapkan dan mendukung seluruh kebutuban WES di lnstansi & Level 2
PuzatPemerintah Daerah Saudara.

Level d Kebuak.an internal me.ndukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistemn aplikasi lain di dalam £ Level 4
Instansi PusatiPemerintah Daerah Saudara.

LevelS I'.Cebuakan internal dlp!antau, dirilai, daljl dlE".'-EI'!J-ElSI secara berkala terhadap perubahan o1 Level 5
limgkungan, teknolagi, dan kebutuhan instansi.

Peniclasan 11 Padalevel 1terdapa pada SK Bupati Unit Pengelola Pengaduan [UPP] \Whistle Blowing Sustem vang; 21 Pada

I " [level 2 dan 3 sudah tercantum pada Perbup Pedoman Pelaksanaan Whistle Blowing Sustem;

Data 1. SK. Bupati Unit Pengelola Pengaduan (UPP), 2. Perbup Pelaksanaan 'WBS

dukung:

Indikator 17

Domain 1 Kebijakan Internal SPEE Bzpek 2 Kebijakan Internal Lavanan SPFEE

Apakakinstansi Saudara memiliki kebijzkan internal Filitian
- . . . Saud

Indikatar 17 Kebuak.an Inter.nal Layvanan publik Pertanyaan terkait sistem pelaya.nan publik yal.'ug mendukung adara

Inztansi Pemerintah tugas pokak Instansi PusatiPemerintah Dasrah
Saudara?

Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal terkait sistem pelavanan publik pada Instansi PuzatPemerintah Daerakh o Level 0
Saudara

Level1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi PusatPemerintabh Dasrah £ Level 1
Saudara.

Level 2 Kebuak.an internal teI:ah ditetapkan dan mendukung sebagian kebutuhan dari zistem pelavanan publik di o1 Level 2
Instansi Puz at!Pemerintah Dasrah Saudara.

Level 3 Kebijakan |ntn.z-rna| telah mendukung selurub kebutuhan dari sistem pelavanan publik dilnstansi o Level 2
Puzat/Pemerintah Daerah Saudara.

Leveld Febijakan mendukung kebutuhan dari zsistem pelayanan publik antar Instansi PusatPemerintah Dasrah ® Level 4
Saudara.

LevelS Kebuaka!ﬁ internal dlpantaf.,l, dll‘lll-E!I_, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, ) Level 5
teknalogi, dan kebutuhan instansi.

Peniclazan: 11 Level Ttedapat kebijakan vang tertuang pada PERDA tertang Pelavanan Publik Halaman B; 2] Level 2 dan Sterdapat

I " |pada PERDA tentang Pelavanan Publik pada pazal 25; 31 Level 4 terdapat pada pasal T PEREUP Mo & Takwun 2074,
Salia 1. PERDA tentang Pelayanan Publik, 2. PEREUP Momar 6 Takun 2004
ukung:

Indikator 18
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Domain 2 Tata Kelola SPEE Bzpek 3 Kelembagaan
Pilihan
Indikatar 15 Tim F'E-l.'ugarah _SPBE Pertaruaan Apakahinstansi Saudara memiliki Tim Pengarah SPEE?Y Saudara
Instansi Pemerintak
LevelD Tidak terdapat Tim pengarah SPEE. i Level 0
Lewel 1 Terdapat Tim pengarah SPEE., tetapi belum dilegalizasi; Tugas dan fungsi Tim pengarak SPEE Level 1
s dilaksanakan secara sementara [ad-hoc). Cleve
P Terdapat Tim pengarah SPEE, dan sudah dilegalizazi; Tugas dan fungsi Tim pengarakh SPEE telak
Bue melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya. Olevel 2
Level 3 Tim pengarah SPBE relah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keselunuban. o Level 3
Leveld Tugas dan furgsi Tim pengarak SPEE dapat dipantau dan disvaluasi secara berkala. @ Level 4
Kinerja Tim pengarah SPEE ditingkatkan secara berkesinambungan sebagaitindak lanjut hasil pemantauan
Level5 12 Impeng 5‘ 5' 5' ! P o1 Level 5
dan evaluasi.
. T Level 1. level 2, level 3 dan level 4 terdapat pada 5K BUPATIPANITIA PELAKSANA DPERASIONAL SITUBOMDO SMART
Penjelazan:
SOCIETY;
Data dukung: 1. SK. Bupati Panitia Pelaksana Operasional Situbondo Smart Society

Indikator 19

Domain 2 Tata Kelola SFEE Bzpek 3 Felembagaan
Pilihan
) Imowaszi Prozes Biznis Bpakah Instansi PuzatPemerintah Daerah Saudara memiliki Saudara

Indikatar 13 ) ) Pertanyaan . ) . .
Terinteqgrasi prases bisnis (alur kerja) yang terintegrasiy

LevelO Tidak terdapat dokumen proses bizniz pada Instansi PuzatiPemerintab Dasrah Saudara. & Level 0
Terdapat dokumen proses bisnis wang disusun secara sementara [ad-hoc]; Belum terdapat standardisasi

Level1 pat o P #and F o1 Level 1
proses bisnis.

P Prozes bisnis vang tertuang dalam dokumen vang terstandarkan, diterapkan pada sebagian unit kerja di Level 2

s Imstansi PusatiPemerintah Dasrak Saudara Cleve
Lol 3 Prozes bisnis wang tertuang dalam dokumen vang terstandarkan, diterapkan pada selurub unit kerja di Level 3
s Imstansi PusatiPemerintah Dasrah Saudara. Cleve

Penerapan proses bisnis vang terintegrasi dengan sistem elektronik dan dapat dipantau serta dievaluasi

Leveld secaraberkala. Olevel 4
Penerapan proses bisnis vang terintegrasi diperbaiki secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil

Level 5 ! Olevel 5
pemantauan dan evaluasi

Penijelazan ; | Bukti vang diberikan tidak mampu mencapailevel 1

Data _

dukung:

Indikator 20
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Damain 2 TataKelola SPEE Bzpekd Strateqi dan Perencanaan Filiban
ik atar 200 Rencana Induk SPEE Pt Bpakahk Instansi PusatiPemerintah Daerah Saudara memiliki Saudara
reliEtar Instanzi Pemerintak Franyasn dokumen rencanainduk SPEEY
Lewel 0 Tidak terdapat dokumen rencana induk SPEE. o Level 0
Lewel1 Terdapat konzep dokumen rencana induk SFEE. o Level 1
Terdapat dokumen rencana induk SPEE vang mencakup sebagian dari muatan visi dan misi SPBE, arzitektur
Lewel 2 SPBE [arzitektur bisniz, arsitektur data, arsitektur aplikaszi, arzitektur teknologi dan arsitektur keamanan)], dan peta & Level 2
jalan SPEBE.
Terdapat dokumen rencana induk SPEE vang mencakup semua muatan visi dan misi SPEE, arsitektur SPEE
Lewel 3 [arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsivekiur teknalogi, dan arsitektor keamanan), dan petajalan [ O Level 3
SPEE.
Lol d Pelakzanaan petajalan rencana induk SPEE diterapkan secara konzisten melalui rencana kerja 3 (tiga) tabun
eve terakhir dan dipantau zerta dievaluasi secara berkala O Level 4
Petajalan rencana induk SPEE dilakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil
LevelS i rLevel 5
pemantauan dan evaluasi.
Ponicl [N Lewel, 2 terdapat pada PEREUP 14 TAHUN 2077 PEDOMARN PEMARNF AATARN TERMNOLOGI INFORMASI DARN KOMUNIEAS]
EMIEIEZAN | DAL AM PENYELENGGARAAN SITUEONDO SMART SOCIETY serta ada pada masterplan;
Data 1. Perbup 14 Tahun 2017 PEDOMAN PEMANFAATAN TERKNOLOG! INFORMAS! DAMN EOMUMIEASI DALAM
dukung: PENYELEMGGARAAN SITUEBOMDO SMART SOCIETY, 2. Masterplan eGow K abupaten Situbondo
Indikator 21
Domain £ Tatakelala SPEE bzpekd Strategi dan Perencanaan
fpakah Instansi Pusat’Pemerintalh Daerah Saudara SF'lIlI;an
Indikator 21 | Anggaran dan Belanja T |Pertanyaan memiliki perencanaan dan penganggaran TIE untuk auaara
penerapan SPEE?Y
LewelO Tidak terdapat perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPEE. & Level 0
Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK vang tertuang dalam rencana kerja tahunan uneuk
Level penerapan SPEE. O Level 1
Terdapat perencanaan dan penganggaran TIK vang tertuang dalam rencana kerja tahunan; sebagian
Level 2 perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK dilnstansi Olevel 2
Pusat!Pemerintah Daerah masing-masing.
Level 3 Terdapat perencanaan dan penganggéran TIK y..ang tertuang daflam rencana kerja tahunan; seluruh o1 level 3
perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK.
Seluruh perencanaan dan penganggaran TIK vang tertuang dalam rencana kerja tahunan dilnstansi
Leveld Puzat!Pemerintah Daerak Saudara telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta O Level 4
dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Haszil evaluasi seluruh perencanaan dan penganggaran TIK vang terintegrasi di unit pengelola TIK
Level 5 . - . ; . T1level 5
ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan penyusunan anggaran tabun berikutnya.

Penjelazan:

Dengan bukti wang ada tidak dapat mencapailewvel 1

Data
dukung:

Indikator

22
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Domain 2 Tata Kelola SFEE bzpek S Teknologi Infarmasi dan Komunilasi
Pilihan
Apakah Instansi PusatP intak O h Saud Saud
Indikator 22 | Pengoperasian Puszat Data | Pertanuaan R _? ) MEANEFUSALFEMENnan Dasran Jaudars auaara
memilikilavanan pusat data [ F2es comer 17

LeyvelO Tidak terdapat layanan puzat data [Hass consar ). 1 Level O

Lewel1 Tersedia lavanan pusat data [ass consar 1 vang disediakan oleh jaza lavanan pusat data non pemerintah. o1 Level 1
Tersedia satu atau lebib lavanan pusat data [ F2i3 coqasar 1 wang dimiliki oleh instansi pemerintab; Terdapat

Level 2 prosedur pengoperasian baku lavanan pusat data; Sudah dimanfaatkan aleh sebagian unit O Level 2
kerjalperangkat daerah; pengendalian lavanan berada di beberapa unit kerjalperangkat daerah.

Lol 3 Prozedur pengoperasian baku pusat data [ 2:2 cansar | telah diterapkan secara konsisten oleh selurub

SuE unit kerjalperangkat daerah dilnstansi PuzatPemerintab Dasrab Saudara, O lLevel 3

Pergendalian satu ataulebib lavanan pusat data Sfass coasard dilakukan zecara terpusat; Monitaring dan

Leveld perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdazarkan hasil analiziz rekaman aktivitas puzat data | @ Level 4
[data center).

LevelS I‘f(ineria pnztngcupetrasian layanan puzat data IE.-_:t'se‘& caqtar | ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai o1Level 5
tindak lanjut hazil pemantauan dan evaluasi
11 Level 1 dibuktikan dengan adanya SK.STAF PELAKSAMNA PUSAT DATA; 21Lewel 2 dan 3 dibuktikan dengan adanua

Penjelazan : | S0P penggunaan puzat data dan SK Bupati; 31 Untuk bukti bahw a adanwa proses vang dilakukan secara terpusat vaitu
dengan adanya 5K Perubahan Panitia Oata Center.

Salia 1. 5K Staf Pelaksana Pusat Data, 2. S0P Penggunaan Pusat Data, 3. 5K Perubahan Panitia Data Center

ukung:

Indikator 23

Domain 2 Tata Kelola SFEE bzpek S Teknologi Infarmasi dan Komunilasi
Pilihan
Apakak Instansi PusatiP intakh O b Saud Saud
Indikator 23 | Inteqgrasi Sistem Aplikasi Pertanyaan pakahinstansi ) M= ?n'.ue-rln = ) aer.a auaara auaara
telah melakukan integrasi sistem aplikasi?
LewelO Tidak terdapat rencana integrasi sistem aplikasi. o Level O
Lewel1 Terdapat integrasi sistem aplikaszi zecara sementara [ad-hoc). o1 Level 1
P Terdapat rencanaintegrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan hanva sebagian dari rencana tersebut di
s Imstansi PusatiPemerintah Dasrah Saudara. O level 2
Lol 3 Imtegrasi sistemn aplikasi telah dilakukan secara keselurubhan sesuairencana dilnstansi PuzatPemerintah
s Oaerah Saudara. @ Level 3
Lol d Imtegrasi sistern aplikasi Instansi PusatdPemerintah Daerab dapat dikendalikan, dinilai secara kuanticatif dan
s dievaluasi secara berkala. Olevel 4
LevelS Imtegrasi sistemn aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi r1Level 5
terthadap perubahan lingkungan, teknolagi, dan kebutubhan Instanzi Pusat!Pemerintalh Dasrah,
Pervel _|Lewvel 1 dibuktikan dengan adanwa Situbondao Tera’ pada SK Bupati TIM Pengembangan dan Pengelalan Aplikasi
EAEIEEAN ) S bonde Ters', Level 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya SK Kadis Kominfo tentang Situbondo Tera'
Saltca 1. Sk Epati Tim Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Situbonda Ters', 2. SK Kadis Kominfo tentang Situbonda Tera'
Lakung:

Indikator 24
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Domain 2 Tata Kelola SFEE bzpek S Teknologi Infarmasi dan Komunilasi
Pilihan
) Fenggunaan Aplikasi Apakah Instansi PusatPemerintah Daerakh Saudara Saudara
Indikatar 24 ] ) Pertanyaan S ) .
Umum Berbagi Pakai menggunakan aplikasi umum berbagi pakai?
LeyvelO Tidak terdapat rencana penggunaan aplikazi umum berbagi pakai. 1 Level 0
Ll Terdapat penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara sementara (ad-hoc); Belum terdapat rencana Level 1
S penggunaan aplikasi umum berbagi pakai @ leve
P Terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai tetapi diterapkan hanya sebagian dari Lavel 2
s rencana tersebut di Instansi PuzatPemerintah Dasrah Saudara. Oleve
Lol 3 Pernggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah dilakukan secara keseluruhan sesuairencana dilnstansi Level 3
s FPuzat’Pemerintah Daerah Saudara. Oleve
Lol d Penggunaan aplikasi umum berbagi pakailnstansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuanticatif Level 4
s dan dievaluasi secara berkala. Oleve
LevelS Kinerja aplikasi umum I:uerl?uagl pakai ditingkatkan zecara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil 1 level 5
pemantauan dan evaluasi,
Penjelasan : | M Level Tterdapat bulkti yaitu adanya Aplikasi Situbondao Tera'
ga::a 1. Edaran Sekda - Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Situbondao Tera’
ukung:
Indikator 25
Domain 3 Layanan SPEE Bzpek B Lavanan Administrazi Pemerintahan Berbasiz Elektronik Billh
flikar
; ) o - Saud
Indikator 25 |Laysnan Masksh Dinas Pertanyaan Bpakah _|nstan5| PuzatiPemerintah Dasrah Saudara memiliki zsistem naszkak dinaz sudara
elektronik?
Leveld Tidak terdapat sistem nazkah dinas, o Level 0
Level1 Sigtern naskah dinas elektranik hanya menyediak an dizeminasi (penyebaran satu arah) informasi seperti surat undangan, surat ) Level 1
S dizposisi, dan surat resmi.
Lovel 2 Sistern naskah dinas elektronik menvediakan layanan interaksi seperti pencarian infarmasi, pengiriman (unggahl e-dokumen. dan O Level 2
penerimaan (unduh) e-dakumen seperti surat undangan, surat dizposizi. dan surat resmi.
Sistem naskah dinas elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah e-dokumen dan memasukkan = | ayel 3
Leveld informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespaon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan
digital dan pengiriman e-dakumen ke tujuan penerima diinternal Instansi PusatiPemerintah Daerah,
Siztem nazkah dinas elektronik meryediakan layanan kolaborazi dimana layanan persuratan dimtegrasikan dengan suatu layanan & Level 4
Leweld ) ) ! N p . . . }
SPBE misalryalavanan manajemen kepegaw zian atau dintegrasikan dengan layanan SPEE instansi pemerintah lain.
LevelS Sistern naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknolagi dan Cilevel 5
aue kebutuhan instansi.
Penjelazan: | Mhevel 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan adanua Aplikasi e-Surat; 2] Lewel 4 dibuldtilan bakw 5 sistem tersebut berintegrasi dengan Rekam Jejak Pegaw ai
Data 1 eSurat, 2. Rekam Jejak Pegaw ai
dukung:

Indikator 26
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Domain 3 Layanan SFEE Aspek B Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektranik
Pilihan
' Layanan Manajemen Apakak Instansi PusatPemerintal Daerah Saudara memiliki sistem manajemen Savudara
Indikatar 26 ) Pertanyaan .
Kepegawaian kepegawaian?
Lewel 0 Tidak terdapat sistem manajemen kepegaw aian. o Level 0
Lewel1 Sistem manajemen kepegaw aian menyediakan diseminasi [penvebaran satu arah) seperti informasi nomar [0 pagaw ai, riv ayat o Level 1
Eue jabatan, riw ayat pendidikan, dan lsin sebagainya,
Level Sistem manajemen kepegaw aian menyediakan lavanan interaksi sepert mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen | Level 2
data diri pegaw ai.
Sistern manajemen kepegaw aian menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah & Level 3
Lewel 3 infarmasi, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cui,
dokumen pegaw ai, dan lain sebagainya.
Sistem manajemen kepegaw sian menyediakan layanan kalaborasi dimana layanan kepegaw aian dintegrasikan dengan suatu O Level 4
Level 4 layanan SPBE lain seperti layanan disposizi dankorespondensi atau dintegrazikan dengan lavanan SPBE instansi pemerintab lain
seperti Badan Kepegaw aian Negara (BEM).
LevelS Sistern manajemen kepegaw aian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan O Level 5
e kebutuhan instansi
Penjelasan: | 11Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya sistem aplikasi pelayanan kepegaw sian [(SAPK];
Data T ]
1. Aplikazi Pelayanan Kepegaw aian
dukung:
Indikator 27
Damain 3 Lavanan SPEE Bzpek B Lavanan Administrasi Pemerintabhan Berbasiz Elektronik
Filiharn
) Lavanan Manajemen Bpakah Instansi PuzatPemerintah Dasrah Saudara memiliki Saudara
Indikator 27 Pertanuaan A )
Perencanaan sistermn manajemen perencanaan’?
LewelO Tidak terdapat sistem manajemen perencanaan. o1 Level 0
Level Sistemn manajemen perencanaan menyediakan diseminaszi [penvebaran satu arah) sepertiinformasi jumlah 1 Level 1
ey )
anggaran yang tersedia.
Lewel 2 Siztem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengundub o1 Level 2
ey ) .
dokumen terkait perencanaan kegiatan.
Sistemn manajemen perencanaan menyediakan lavanan transaksi dimana pengguna dapat mengundub atau O Level 3
Level 3 mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti
mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan diinternal Instansi Puzat!Pemerintabh Daerah.
Siztem manajemen perencanaan menvediakan layanan kolabaorasi dimana layanan perencanaan dintegrasikan | @ Level 4
Leveld dengan suatu lavanan seperti lavanan manajemen pegaw ai, layanan manajemen keuangan dan lain
sebagainua atau diintegraszikan dengan lavanan SPBE instansi pemerintah lain.
LewelS Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingk atkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan 1 Level 5
ey ) ) . )
limgkungan, teknaologi dan kebutuhan instansi.
Periel 11 Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanwa sistem informasi perencanaan dan keuwangan akrual [SIBKA], 2] Level 4 dibuktikan
enjelasan: ) )
l dengan adanya integrasi dengan keuangan
Oata
1. Tangkapan lavar SIRKA
dukung:

Indikator 28
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Damain 3 Lavanan SPEE Bzpek B Lavanan Administrasi Pemerintabhan Berbasiz Elektronik
Pilikan
) Laysnan Manajemen Apakah Instanzi PusatPemenintak Dasrah Saudara memiliki Saudara
Indikator 25 Pertanuaan )
Penganggaran sistem penganggaran’?
Lewel0 Tidak terdapat sistem manajemen penganggaran. 1 Level 0
Level Sistemn manajemen penganggaran menyediakan diseminasi [penvebaran satu arah) sepertiinformasi jumlah o1 Level 1
s anggaran yang tersedia.
Ll 2 Sistern manajemen penganggaran menvediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh o1 Level 2
eve dokumen terkait penganggaran.
) . . .- O Level 3
Sistemn manajemen penganggaran menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengundub atau
Level 3 mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme
persetujuan dan validasi penganggaran diinternal Instanzi Pemerintah.
Sistern manajemen penganggaran menyvediakan lavanan kolaborasi dimana lavanan penganggaran & Level 4
Leveld diintegrasikan dengan suatu lavanan seperti layanan manajemen pegaw ai, layanan manajemen kewangan dan
lain sebagainua atau dintegrasikan dengan layanan SPEE instansi pemerintah lain zeperti Kementarian
Keuangan.
LevelS Sistern manajemen penganggaran dapat terus ditingkatkan dengan menyezuaikan terhadap perubahan T level 5

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Penjelazan:

11 Lewel 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanwa sistem informasi perencanaan dan keuangan akrual [SIBKA), 21 Level 4 dibuktikan

dengan adanya integrasi dengan perencanaan

Oata
dukung:

1. Tangkapan lavar SIRKA

Indikator 29

Domain 3 |Lavanan SPEE Bszpek B Lavanan Administrasi Pemerintakhan Berbasis Elektronik
Filihar
' Layanan Manajemen Apakah Instansi PusatiPemerintalh Daerah Saudara memiliki sistem Saudara
Indikatar 23 Pertanyaan . ) .
Keuangan manajemen keuangan terintegrasi?
Leveld | Tidak terdapat sistem manajemen keuangan. o Level 0
Leveld Sistemn manajemen keuangan menvediakan dizeminasi [penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi o Level 1
keuangan.
Level 3 Sistemn manajemen keuangan menyvediakan lavanan interaksi zeperti mencari infarmasi, mengunduh dokumen o Level 2
terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan.
Sistemn manajemen keuangan menyediakan lavanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau @ Level 3
Level3 |mengunggah informasi terkait kewangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna sepertimekanisme
persetujuan dari atazan dan walidaszi keuwangan diinternal Instansi PuzatPemerintah Dasrah.
Sistemn manajemen keuangan menyediakan lavanan kolaborasi dimana layanan kewangan dintegrasikan dengan Olevel 4
Leveld |=uatulavanan sepertilavanan manajemen kepegaw aian, lavanan manajemen penganggaran dan lavanan kinerja
elektronik atau diintegrasikan dengan lavanan SPEE instanszi pemerintah lain seperti Kementerian Keuangan.
Lewel5 Sistern manajemen keuangan dapat terus ditingkatkan dengan menvesuaikan terhadap perubahan C1level 5
lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
Penjelazan: | 11 Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya sistem informasi perencanaan dan keuangan akrual [SIRKA)
Oata
1. Tangkapan layar SIRKA
dukung:

Indikator 30
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Domain 3 |Lavanan SPEE Bzpek B Lavanan Administrasi Pemerintabhan Berbasiz Elektronik
Filiharn
) ) . Apakah Instansi PusatPemernintak Dasrah Saudara memiliki Saudara
Indikator 30 [Lavanan Manajemen Kinerja | Pertanuaan A ) o
sistem manajemen kinerja?
LevelO |Tidak terdapat sistem manajemen kinerja. o Level 0
Level1 |Sistem manajemen kinerja menvediakan diseminasi [penyebaran satu arah) sepertiindikatar dan target kinerja. Olevel 1
Lavel 2 Sistern manajemen kinerja menvediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah O Level 2
kemajuan kinerja dan menampilkan razio [persentase] kemajuan kinerja.
Sisterm manajemen kinerja menyediakan lavanan transaksi dimana pengguna dapat mengundub atau @ Level 3
Lewel 3 |mengunggah informasi terkait kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme
persetujuan kinerja unit arganizasi dari atazan dan validasi kinerja diinternal Instansi PusatiPemerintah Daerah.
) ) - ' i " ; ) O Level 4
Sistern manajemen kinerja menyediakan lavanan kolaborasi vang dintegrasikan dengan lavanan SPBE lainnya
Level d . ) )
seperti layanan manajemen penganggaran, lavanan Monew, BKPD, e-Muzrembang, dan sebagainya.
Lewel5 Sistern manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan 1 Level &
Bue limgkungan, teknaologi dan kebutuhan instansi.
Penjelazan: |11 Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya aplikasi e-Kinerja
Oata o -
1. Tangkapan lavar Aplikazi e-Kinerja
dukung:
Indikator 31
Domain3  |Lavanan SPEE Bzpek B Lavanan &dministrazi Pemerintahan Berbasiz Elektronik
Filiharn
) Apakah Instansi PusatPemernintalh Daerah Saudara memiliki Saudara
Indikator 31 | Lavanan Pengadaan Pertanyaan A .
sistemn pengadaan secara elektranik’?
Leveld | Tidakterdapat sistem pengadaan secara elektronik. i Llevel 0
Level1 Sistern pengadaan secara elektronik menyediakan dizeminasi [penyebaran zatu arah) seperti informasi daftar | ¢ Leyvel 1
lelang barang dan jaza vang dibutubkan aleh instansi.
Sisten pengadaan secara elektronik menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduk O Level 2
Lewel 2 )
dan mengunggah dokumen, dan memasukkan data terkait pengadaan.
Sisten pengadaan secara elektronik menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengundub 1 Level 3
Level3 | ataumengunggah infarmasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti
mekanisme persetujuan dan validasi pada alur prozes pengadaan, verifikasi pervedia.
Sistem pengadaan secara elektronik menvediakan lavanan kolabaraszi dimanalavanan pengadaan secara ® Level 4
Leveld |elektronik dintegrasikan dengan suatu lavanan seperti layanan manajemen penganggaran dan lavanan
keuangan atau diintegrazikan dengan layanan SPEE instansi pemerintah lainnya.
LewelS Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan T1level 5
limgkurgan, tekrolagi dan kebutuhan instansi.
. 11 Level 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya LPSE online; 2] serta adanya integrasi dengan website lelang Kabupaten
Penjelazan: | _.
Situbonda
DOata
1. Tangkapan lavar LPSE, 2. Tangkapan lavar lelang
dukung:

Indikator 32



74

: : il Saudara
Indikatar 32 | Layanan Pengaduan Publil | Pertanyaan F':pakah Instansi F'usatn'F'emennt:ah Daerah Saudara memiliki
sistemn layanan pengaduan publik?
LevelO |Tidak terdapat sistem pengaduan publik 1 Level 0
Level1 Sistemn pengaduan publik menvediakan diseminasi [penyebaran satu arah) zeperti waktu respon dan tata O Level 1
cara pengaduan.
Level Sistemn pengaduan publik menvediakan lavanan interaksi zeperti mencari infarmasi dan menvampaikan O Level 2
pengaduan.
Siztemn pengaduan publik menyediskan layanan transaksi dimana pengguna dapat menvampaikan pengaduan, | o) Leyel 3
Level3 |dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penvelesaian pengaduan dan resolusi
pengaduan.
Sistemn pengaduan publik menvedizkan lavanan kolaborasidimanalavanan pengaduan publik ®Level 4
Leveld |dintegrasikan dengan suatu layanan seperti lavanan manajemen kinerja, atau dintegrasikan dengan lavanan
SPBE instansi pemerintah lain zeperti layanan identifik asi penduduk [administrasi kependudukan).
LevelS Sistemn pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menvesuaikan terhadap perubahan ingkungan, O Level 5
teknologi dan kebutubhan instansi.
T Padalevel 1, 2, dan 3 dibuktikan dengan adanwa pengaduan online pada Aplikaszi Situbondao Tera' vang mampu melakukan
Penjelasan : |interaksi mencari informasi dan menyampaikan pengaduan, serta dapat melihat kemajuan pengaduan; 2] Pada level 4 dibuktikan
dengan adanya integrasi dengan Sidumas dan LAPOR;
Oata ) . '
duk 1. Tangakapan layar Situbondo Tera' vang terdapat pengaduan publik
Likung:

Indikator 33

Domain 3 |Lavanan SPEE Bzpek T Lavanan Publik Berbasziz Elektronik
Filiharn
Indikator 33 Lavanan Dokumentasi dan Pertanuaan Apakah Instansi PusatPemernintak Dasrah Saudara memiliki Saudara
Infarmasi Hukum 4 sistem jaringan dokumentasi dan informasi kukum (JOH)?
LewvelO |Tidak terdapat sistem jaringan dokumentasi daninformasi hukum [JOH]. 1 Level 0
Level1 Sistem jaringan dokumentaszi dan infarmasi hukum OIH) menvediakan dizeminasi [pervebaran satu arah) seperti | 2 Level 1
infarmasi hukum, requlasi, dan lain zebagainya.
Sistem jaringan dokumentaszi dan infarmasi hukum WOIH) menyediakan layanan interaksi seperti mencar infarmasi| 2 Level 2
Level 2 )
dan mengunduh dokumen terk ait hukum.
Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum [JOIH) meryediskan layanan transaksi dimana pengguna | O Level 3
Level3  |dapat mengunggah infarmasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi
infarmasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.
Sistemn jaringan dokumentasi dan informasi hukum [JOH) menvediakan lavanan kolaborasi dmanalavanan @ Level 4
Leveld |jaringan dokumentasi dan informasi hukum [JOH)] dintegrazikan dengan lavanan SPEE instansi pemerintah lain
seperti Kementerian Hukum dan HAM.
Sistemn jaringan dokumentasi dan informaszi hukum (JOIH) dapat terus ditingk atkan dengan menyesuaikan o Level 5
Level 5 ) ) . )
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
) T1Padalevel 1. 2, dan 3 dibuktikan dengan adanya Aplikasi Andraid JOIH dan Website JOIH Kabupaten Situbonda; 2] Padalevel 4
Penjglazan: | ) ) ) o
dibuktikan dengan adanya integrasi dengan JOIH Provinsi
Data 1. Tangkapan lavar Apliasi dan Website JOIH
dukung:

Indikator 34
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Domain3  |Lavanan SPEE Bzpek T Lavanan Publik Berbasiz Elektronik
Pilikian
ik ator 54 Lauanan wWhistle-Blowing Pertanuaan Apakah Instanzi PusatPemenintak Dasrah Saudara memiliki Saudara
Sustem ¥ ‘whizstle-Blowing Sustem [WES)?
Leveld | Tidak terdapat WES “1Level 0
Levell |'WES menerimainformasi pengaduan dari pelapor. O Level 1
Level 2 |'WES menvediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan lapaoran. Olevel 2
Level3 'WES menvediakan lavanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat @ Level 3
eue merespon kepada pengguna seperti kemajuan pervelesaian laporan dan resolusi laporan.
WES menvediakan lavanan kolaborasi dimana layanan WES dintegrasikan dengan suatu layanan seperti O level 4
Level d ) L h . . . ) .
layanan manajemen kinerja atau dintegraszikan dengan lavanan SPEE instansi pemerintah lain.
LevelS WES dapat terus ditingkatkan dengan menvesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan O Level 5
Ve kebutuhan instansi.
Penjelasan : | 11Padalevel 1. 2, dan 3 dibuktikan dengan adanya aplikasi Whistle Blawing Sustem;
Oata
1. Tangkapan lavar WES
dukung:
Indikator 35
Domain3d |Lavanan SPEE Bzpek T Lavanan Publik Eerbasis Elektranik
Filihan
_ L ayanan Publik Instansi 11 Apakahk In5tta_n_5| F‘u5at|'F'E-rner|ntah I:Ia.e-rah Saudara
Indikatar 35 ) Pertanyaan Saudara memiliki sistem pelavanan publik wang
Femerintah ) ;
mendukung tugas pokak instansi?
Leveld |Tidak terdapat sistem pelavanan publik. Cilavel 0
Level Sistem pelavanan publik menvediakan diseminasi [pervebaran satu arah). o Lavel 1
Level2 | Sistem pelavanan publik meryediakan lavanan interaksi & Layvel 2
Level 3 | Sistem pelavanan publik mervediakan lavanan transaksi. O Lavel 3
Leveld | Sistem pelavanan publik mervediakan layanan kolaborasi. i Lavel 4
Level 3 | Sistem pelavanan publik menvediakan layanan optimalizasi. Clavel 5
Penjelazan: | Aplikasi Situbonda Tera harwa mampu melakukan interakszi tanpa ada balasan dari sistem
Data . .
1. Tangkapan layar Situbondo Tera
dukung:

Indikator

36



Domain3d |Lavanan SPEE Bzpek T Lavanan Publik Berbaszis Elektranik
Pilihan
. L awanan Publik Instansi 21 Apakah InstlelirfﬁllF'usatn'F'emenntah I:la.lerah Saudara
Indikator 35 ) Pertanyaan Saudara memiliki sistem pelavanan publik yang
Pemerintah ) )
mendukung tugas pokok instansi?
Lew=lD | Tidak terdapat sistem pelavanan publik. c1level 0
Level1l | Sistem pelavanan publik menvediakan dizeminaszi ([pervebaran satu arah). & Level 1
Lewsl 2 Sisten pelayanan publik mernyediakan layanan interaksi. 1 Leyvel 2
Lewsl3 | Sistemn pelavanan publik meryediakan lavanan transaksi o1 Level 2
Leveld | Sistemn pelavanan publik menvediakan lavanan kalaborasi. 1 Level 4
LevelS |Sistemn pelavanan publik mervediakan layanan optimalizasi. 1 Level 5
Penielasan - Sikembarkepa [Sistem Infarmasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokaok] harwa mervediakan informasi satu arah
I " |=aja.
Data .
1. Tangkapan lavar Sikembarkepao
dukung:

Indikator 37

Domain3 |Lavanan SPBEE Bzpek T Lavanan Publik Berbasis Elektronik
Pilihan
. L awzanan Publik Instansi 31 Bpakah |n5t.a_|r!5|_F'usat|'F'E-mer|ntah I:Ia.le-rah Saudara
Imdikator 35 ) Pertanyaan Saudara memiliki sistem pelavanan publik yang
Pemerintah . .
mendukung tugas pokok instansi?
LevelO | Tidak terdapat sistem pelavanan publik. 1 level 0
Level1l |Sistem pelavanan publik mervediakan diseminasi [perwebaran zatu arah). o1 Level 1
LevelZ | Sistem pelavanan publik mervediakan lavanan interaksi, w Level 2
Leveld | Sistemn pelavanan publik mernvediakan lavanan tranzaksi. 1 Level 3
Leveld | Sistemn pelavanan publik menvediakan lavanan kolaborasi. o Level 4
LevelS | Sistem pelavanan publik mervediakan layanan optimalisasi. 1 Level 5

Penjelazan:

Sipezah [Sistem Infarmasi Pengendalian Sampah) hanya mampu melakukan interaksitanpa adatanggapan dari
sistem

Data
dukung:

1 Tangkapan lavar Sipesah
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